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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam penerapan 
Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dari perspektif pemangku 
kepentingan, yaitu masyarakat lokal, Dinas TNTP, pengusaha industri pariwisata, Dinas 
Pariwisata Kotawaringin Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk konservasi. Dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (studi kasus), penelitian ini mengeksplorasi 
aspek pengelolaan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dan bentuk kolaborasi dalam 
pengembangan ekowisata di TNTP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TNTP telah 
menjadi tujuan wisata berbasis ekowisata, namun dalam prakteknya belum sepenuhnya 
berjalan dengan baik. Potensi Orang utan dan jalur eksplorasi TNTP menemui sejumlah 
persoalan. Dampak lingkungan dan konflik kepentingan terhadap kegiatan di kawasan dan di 
luar kawasan TNTP memerlukan solusi yang kolaboratif. Peningkatan partisipasi masyarakat 
lokal dan implementasi regulasi menjadi penting dalam pengelolaan TNTP yang berbasis 
ekowisata. Sehingga, setiap pemangku kepentingan yang terlibat lebih mengutamakan aspek 
keberlanjutan di atas kepentingan ekonomi. Data dikumpulkan melalui wawancara 
mendalam, observasi lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). Analisis dilakukan 
dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema-tema dominan, 
memvisualisasikan relasi antar aktor, serta mengkategorikan narasi secara sistematis. 
Penggunaan NVivo juga membantu dalam analisis kode dan pembuatan model tematik. 
Kata kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Ekowisata, Taman Nasional Tanjung Puting, 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Partisipasi Masyarakat Lokal. 
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Pendahuluan 
Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma penting dalam pengembangan 

industri pariwisata global, termasuk di Indonesia. Menurut UNWTO, konsep ini menekankan 
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut Fennell, ekowisata merupakan bagian 
integral dari pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) karena menekankan pada aspek 
konservasi lingkungan, edukasi, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Fennell juga 
menjelaskan bahwa ekowisata adalah bentuk pariwisata yang secara langsung berkontribusi 
pada keberlanjutan ekologi. 

 
Taman Nasional Tanjung Puting adalah salah satu destinasi Ekowisata (Hastari et al, 

2019)  dengan hasil keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
pada tahun 2022, luas Taman Nasional Tanjung Puting sekitar 389.368 hektar yang mencakupi 
Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat. Terdapat tiga lokasi utama untuk kegiatan wisata 
bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke TNTP yaitu Tanjung Harapan, Pondok Tangguy dan 
Camp Leakey. Dengan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan budaya yang dimilikinya, 
merupakan destinasi wisata yang ideal untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata 
berkelanjutan. Keberadaan orang utan (Pongo pygmaeus) sebagai spesies ikonik dan daya 
tarik utama menjadikan TNTP memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi ekowisata (Puti 
Minang Anjarani et al., 2022). 

 
TNTP selalu digambarkan sebagai contoh ekowisata di Indonesia (Soshkin & Uppink, 

2022) Namun, penerapan ekowisata di TNTP tidak terlepas dari berbagai tantangan dari segi 
konservasi sumber daya alam, partisipasi masyarakat lokal, Pendidikan dan kesadaran 
lingkungan dan praktik wisata berkelanjutan (Fennell, 2020). Terdapat permasalahan seperti 
degradasi lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, konflik kepentingan 
antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan kurangnya 
kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dapat menghambat upaya pengembangan 
pariwisata yang (OECD Tourism Trends and Policies, 2022). Dengan aktivitas yang tidak 
terkendali di TNTP seperti penggunaan Kelotok (Kapal Wisata) yang tidak ramah lingkungan 
dan pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, konflik antar pemangku 
kepentingan sering kali muncul. Masyarakat lokal cenderung mengutamakan keuntungan 
ekonomi jangka pendek dari pariwisata, sementara pengelola TNTP lebih fokus pada 
konservasi jangka panjang. Di sisi lain, mayoritas operator pariwisata seringkali mencari 
keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan (March & 
Wilkinson, 2009; Xavier et al., 2004). 

 
Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya 

kesadaran wisatawan akan pariwisata berkelanjutan serta permintaan akan destinasi yang 
ramah lingkungan, dengan banyak wisatawan yang ingin mengurangi jejak karbon saat 
berwisata (Soshkin & Uppink, 2022). Selain itu, pengembangan produk ekowisata dan 
dukungan kebijakan pemerintah juga menjadi peluang bagi TNTP untuk menerapkan prinsip-
prinsip pariwisata berkelanjutan dari Commission on Environment. 

 
Penelitian ini bertujuan menggali lebih peran kolaborasi pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan TNTP untuk pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam mebangun model tata 
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Kelola kelembagaan yang efektif untuk mendukung keberlanjutan ekowisata. Memahami 
perspektif para pemangku kepentingan menjadi krusial dalam mengidentifikasi tantangan dan 
peluang dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan di TNTP (Amriansyah & Bhayu Rhama, 
2021; Habiba & Jatmika, 2025; Hulu Meitolo, 2021). Para pemangku kepentingan, seperti 
peran masyarakat lokal, pengelola taman nasional, pengusaha pariwisata, dan wisatawan, 
memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda-beda terhadap pengembangan pariwisata 
di kawasan ini. Masyarakat lokal mungkin memprioritaskan manfaat ekonomi dari pariwisata, 
sementara pengelola taman nasional fokus pada konservasi alam. Perbedaan ini dapat 
memicu konflik dan menghambat implementasi pariwisata (Hall, 2022). Pengelolaan kawasan 
konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting memerlukan perhatian terhadap berbagai 
aspek strategis. Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam kajian ini meliputi kondisi 
aktual pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting, tingkat keterlibatan para pemangku 
kepentingan—yang mencakup masyarakat lokal, pengelola taman nasional, pelaku industri 
pariwisata, serta lembaga konservasi—dalam proses pengelolaan tersebut, serta perumusan 
model pengelolaan yang berkelanjutan guna menjamin kelestarian ekosistem sekaligus 
mendukung manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

 
Pengembangan pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang 

menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi 
menekankan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal secara adil dan 
berkelanjutan (Gupta et al., 2024). Secara sosial, kegiatan pariwisata harus menghormati nilai-
nilai budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat serta meningkatkan kualitas 
hidup. Sementara itu, dari sisi lingkungan, pariwisata harus mampu meminimalkan dampak 
negatif terhadap ekosistem dan menjamin kelestarian sumber daya alam untuk generasi 
mendatang. Ketiga aspek ini perlu diintegrasikan secara harmonis dalam setiap tahap 
pengelolaan destinasi wisata. 

 
Partisipasi masyarakat lokal merupakan elemen krusial dalam mencapai tujuan 

pariwisata berkelanjutan. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif dalam proses 
pengambilan keputusan, serta adanya akses dan kontrol terhadap sumber daya (Hastari et 
al.,2019.). Keterlibatan ini mencerminkan bentuk demokrasi partisipatif yang tidak hanya 
meningkatkan dukungan terhadap pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki 
terhadap hasilnya. Dalam konteks pariwisata, masyarakat dapat terlibat melalui penyediaan 
jasa, pelestarian budaya dan lingkungan, serta peran aktif dalam perencanaan dan 
pemantauan. Tingkat partisipasi yang tinggi berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan 
destinasi dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang. 

 
Partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan lainnya 

juga sangat penting dalam pengelolaan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Dalam 
konteks Taman Nasional Tanjung Puting, keberhasilan pengelolaan memerlukan kolaborasi 
yang sinergis antara komunitas lokal, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata. Proses 
kolaboratif ini dibangun melalui prinsip kepercayaan, kepemilikan bersama atas proses, serta 
keterbukaan terhadap manfaat bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi 
seperti negosiasi, yang berfokus pada kepentingan bersama untuk mencapai solusi saling 
menguntungkan (Fisher & Ury, 1981), serta mediasi, yang melibatkan pihak ketiga netral untuk 
menciptakan ruang dialog yang konstruktif. 
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Strategi lain yang relevan adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Model kolaboratif seperti 
yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) menekankan pentingnya dialog, pembangunan 
kepercayaan, dan kesepahaman bersama dalam tata kelola pariwisata. Selain itu, edukasi dan 
komunikasi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman tentang keberlanjutan. Pendekatan pendidikan berbasis keberlanjutan yang 
dikembangkan oleh (Ismail, 2024; Saleem et al., 2023) membantu pemangku kepentingan 
memahami dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya, serta menumbuhkan sikap 
saling menghormati dan toleransi. Kombinasi dari strategi-strategi ini dapat memperkuat 
pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting secara inklusif dan berkelanjutan. 

 
Meski telah banyak studi terkait ekowisata di kawasan konservasi, riset yang secara 

spesifik mengkaji model kolaborasi pemangku kepentingan dalam tata kelola ekowisata 
berkelanjutan di TNTP melalui pendekatan Focus Group Discussion (FGD) masih sangat 
terbatas. Tidak banyak studi yang memaparkan praktik kolaborasi secara aktual antara 
masyarakat lokal, lembaga konservasi, dinas pemerintah, dan pelaku industri wisata di TNTP. 
Selain itu, sedikit literatur yang membandingkan pendekatan pengelolaan di TNTP dengan 
praktik serupa di taman nasional lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi 
untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun model kolaborasi kelembagaan yang 
adaptif dan berbasis konteks lokal TNTP. 
 

Metode 
Desain penelitian mengenai tantangan dan peluang dalam menerapkan pariwisata 

berkelanjutan di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) menggunakan pendekatan kualitatif 
yang bersifat deskriptif dan studi kasus, bertujuan untuk menggali perspektif dan pengalaman 
para pemangku kepentingan terkait dengan isu pariwisata berkelanjutan. Pendekatan 
kualitatif ini lebih menekankan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi 
di lapangan dan kehidupan nyata, serta menggali makna yang dibangun oleh para aktor. Studi 
kasus juga memungkinkan penggunaan berbagai sumber data untuk menangkap kompleksitas 
situasi yang sedang diteliti (Yin, 1996). Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk 
memahami dinamika antara keberlanjutan ekosistem dan pengembangan pariwisata di TNTP, 
dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek melalui wawancara, 
observasi, serta Focus Group Discussion (FGD) yang akan memberikan gambaran yang kaya 
akan pengalaman dan pandangan yang relevan. 

 
Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata 

berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, 
pemerintah daerah, dan pelaku usaha (Rijal Fadli, 2021). Penelitian yang dilakukan bahwa 
pengelolaan kawasan ekowisata seperti TNTP membutuhkan sinergi yang erat antara upaya 
konservasi dan pengembangan pariwisata yang menguntungkan masyarakat setempat tanpa 
merusak lingkungan. Oleh karena itu, data primer yang diperoleh melalui wawancara 
mendalam dan observasi partisipan akan memberikan informasi yang lebih valid mengenai 
pemahaman dan penerimaan masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap prinsip-
prinsip keberlanjutan yang diterapkan (Yin, 1996). 

 
Taman Nasional Tanjung Puting dikenal sebagai salah satu ekowisata terkemuka di 

Indonesia, yang menyajikan pengalaman berwisata berbasis alam dengan kekayaan 
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biodiversitas yang luar biasa, termasuk spesies langka seperti orang utan. Namun, meskipun 
TNTP memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, tantangan besar 
masih ada, terutama dalam hal infrastruktur, pemasaran, dan pemeliharaan ekosistem 
(Krueger, 2015). Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Ritchie & Lewis menyebutkan 
bahwa meskipun potensi pariwisata alam di Indonesia sangat besar, pengelolaan yang kurang 
optimal dan penyebaran informasi yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam 
meningkatkan partisipasi wisatawan. 

 
Penelitian ini melibatkan tujuh informan kunci yang dipilih secara purposive sampling 

berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan TNTP, baik dari sektor 
masyarakat, pemerintah, maupun industri. Proses identifikasi informan juga menggunakan 
metode snowball untuk mendapatkan representasi aktor yang relevan. Data dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). 
Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema-
tema dominan, memvisualisasikan relasi antar aktor, serta mengkategorikan narasi secara 
sistematis. Penggunaan NVivo juga membantu dalam analisis kode dan pembuatan model 
tematik. 

 
Pengumpulan data sekunder dari literatur, dokumen, dan laporan penelitian akan 

melengkapi pemahaman tentang bagaimana kebijakan pengelolaan kawasan ekowisata telah 
diterapkan, serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
pengembangan pariwisata berkelanjutan di TNTP (Bowen, 2009). Sebagai contoh, dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Lesmana Tera & Sulandjari Kuswarini, ditemukan bahwa 
meskipun kebijakan konservasi dan pelibatan komunitas lokal telah berjalan dengan baik, 
tantangan terkait dengan infrastruktur yang terbatas dan ketergantungan pada pasar 
wisatawan internasional tetap menjadi isu besar. 

 
Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di lapangan, baik dalam hal tantangan yang 
dihadapi maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan implementasi 
pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Sebagai tambahan, data yang 
dikumpulkan melalui observasi dan FGD akan memberikan perspektif yang lebih mendalam 
mengenai persepsi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan 
ekosistem dan pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. 

 
 Tabel 1. Guideline Interview 

 Interview Guideline 

 Masyarakat local 

1 Bagaimana Masyarakat terlibat di dalam kegiatan TNTP? 

2 Apakah ada kolaborasi bersama Balai TNTP dengan Masyarakat lokal? 

 Balai TNTP 

3 Bagaimana kondisi pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting saat ini? 

4 Bagaimana strategi pengelolaan yang diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara 
konservasi dan pariwisata? 

 Dinas Pariwisata 

5 Apa peran dinas pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Taman 
Nasional Tanjung Puting? 

6 Bagaimana dinas pariwisata bekerja sama dengan stakeholder lain, seperti balai taman nasional 
dan masyarakat lokal? 
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 Lembaga Konservasi (OFI) 

7 Bagaimana keterlibatan lembaga konservasi dalam perencanaan dan pengelolaan taman 
nasional? 

8 Seberapa besar dampak aktivitas pariwisata terhadap flora dan fauna di taman nasional? 

 Pelaku usaha Industri Pariwisata 

9 Bagaimana peran industri pariwisata dalam mendukung keberlanjutan Taman Nasional Tanjung 
Puting? 

10 Apa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di kawasan 
taman nasional? 

11 Apa kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata dalam mendukung konservasi taman 
nasional? 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 
 

Hasil dan Pembahasan 
Tabel 2. Hasil Penelitian 

Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

 
Hasil 

Gambar 1. Visualisasi Hasil Penelitian 

 
Sumber: Diolah Peneliti dari NVIVO, 2025 

 

No. Informan Aspek Informasi 

1 IR1, IR5, 
IR6, IR7 

Keterlibatan Masyarakat lokal di 
dalam usaha Industri pariwisata 
di TNTP 

 Harapan Masyarakat terhadap Balai 
TNTP IR1 

 Peran Masyarakat di TNTP sebagai 
usaha Pariwisata IR5, IR6, IR7. 

 Kegiatan Masyarakat un tuk 
melestarikan TNTP IR1, IR5, IR6, IR7 

 Tantangan dalam usaha Pariwisata di 
TNTP IR1, IR5, IR6, IR7 

 Pariwisata sebagai mata pencaharian 
utama IR1, IR5, IR6, IR7 

2 IR2, IR3, IR4 Peran pemerintah dan Lembaga 
konservasi untuk kelestarian 
TNTP dalam konservasi dan 
Pariwisata 

 Tugas-tugas yang dilakukan di area 
kawasan TNTP IR2, IR3, R4 

 Perlindungan dan pengamanan wilayah 
konservasi IR2 

 Konservasi orang utan dan satwa liar 
IR2, IR3 

 Dukungan teknis dan pendampingan 
komunitas IR4 

 Pariwisata berbasis konservasi 
(Ekowisata) IR2, IR3, IR4 

 Kebijakan-kebijakan area TNTP IR2 



 

135 
 Jurnal Pariwisata Terapan Vol. 8 No. 2, 2024 

Visualisasi yang dihasilkan melalui perangkat lunak NVivo 12 ini dikembangkan setelah 
seluruh transkrip wawancara dan FGD dikoding ke dalam beberapa node tematik utama, 
seperti "keterlibatan masyarakat", "dukungan lembaga pemerintah", "tantangan kolaborasi", 
dan "praktik konservasi". Diagram yang ditampilkan merepresentasikan peta hubungan antar 
pemangku kepentingan berdasarkan frekuensi kemunculan dan kedekatan tematik antar 
kutipan dari informan. Proses ini dilakukan setelah tahap coding selesai, diikuti oleh analisis 
hubungan dan visualisasi sociogram untuk memetakan peran dan posisi relatif masing-masing 
aktor dalam ekosistem pengelolaan TNTP. Diagram ini membantu memetakan aktor kunci, 
alur informasi, dan potensi gap kolaborasi yang menjadi dasar dalam merumuskan model tata 
kelola ekowisata berkelanjutan. 

 
Visual diagram juga menggambarkan hubungan dan peran berbagai Lembaga 

pemerintah dan organisasi dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan TNTP. IR2 
berperan sebagai leading sector yang mengelola Kawasan tersebut, dimana seluruh kebijakan 
dan pendapatan yang dihasilkan disalurkan kepada pemerintah pusat. Dalam menjalankan 
tugas konservasinya, Balai TNTP menjalin kolaborasi konservasi Bersama IR3, yang turut 
mendukung upaya pelestarian lingkungan dan satwa di Kawasan TNTP. 

Sementara itu, IR4 memiliki hubungan erat dengan sektor industri pariwisata, seperti 
IR1, IR5, IR6, IR7 serta terlibat dalam pengembangan SDM di sektor ini. Namun, dinas ini tidak 
memiliki kewenangan langsung dalam Kawasan TNTP, sehingga tidak memperoleh 
pendapatan daerah dari aktivitas di Kawasan tersebut. 
 

Pembahasan 
Untuk memperkuat relevansi hasil, pembahasan disusun secara tematis berdasarkan 

temuan utama dari FGD dan wawancara. Tema-tema tersebut meliputi: (1) keterlibatan 
masyarakat lokal; (2) peran lembaga pemerintah dan konservasi; serta (3) tantangan 
kolaborasi dan implementasi kebijakan. 

Pertama, keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata TNTP yang masih 
bersifat informal mengindikasikan pentingnya penciptaan mekanisme kolaboratif yang 
inklusif. Hal ini memperkuat argumentasi Ansell & Gash (2008) mengenai collaborative 
governance, di mana kolaborasi lintas sektor akan efektif jika didukung oleh kepercayaan, 
saling ketergantungan, dan komunikasi terbuka. Dalam konteks TNTP, kolaborasi belum 
berjalan optimal karena belum adanya kerangka kerja bersama yang disepakati oleh seluruh 
pemangku kepentingan. 

Kedua, dominasi Balai TNTP dalam penentuan kebijakan kawasan menunjukkan 
adanya asymmetric power relation, sebagaimana diuraikan dalam studi Ferreira & Valdati 
(2023), yang menyoroti ketimpangan peran antara aktor negara dan non-negara dalam tata 
kelola kawasan konservasi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat lokal perlu diformalkan, 
tidak hanya dalam bentuk pelibatan tenaga kerja, tetapi juga dalam penyusunan dan evaluasi 
kebijakan. 

Ketiga, model pentahelix yang dimodifikasi dalam studi ini menunjukkan relevansi 
tinggi untuk konteks TNTP. Peran pelaku usaha wisata, LSM konservasi, dan komunitas lokal 
menjadi sentral dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan 
pendekatan ekowisata berbasis masyarakat seperti yang diangkat oleh Fennell (2020) dan 
diperkuat dalam studi mutakhir oleh Chock et al. (2025), yang menekankan bahwa 
keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui mekanisme tata kelola yang partisipatif dan 
terintegrasi. 
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Dengan mengaitkan hasil dengan teori dan referensi empiris, pembahasan ini 
memberikan gambaran kritis tentang bagaimana praktik kolaborasi di TNTP dapat 
ditingkatkan menuju model tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. 

 
A.  Keterlibatan Masyarakat lokal di dalam usaha Industri pariwisata di TNTP 

“Saya berharap orang Balai nya lebih sama warga lokal, atau mungkin sama pastinya 
mitra-mitra yang sudah lama sekali bekerja di Taman Nasional Tanjung Puting sebagai 
pendukung Taman Nasional Tanjung Puting pastinya. Dan pendukung utama malahan, 
karena kayak semua stakeholder yang bekerja di Taman Nasional Tanjung Puting ini, tidak 
cuma sebagai orang yang cari uang di situ, di lahan mereka, tapi juga orang yang juga 
bakalan jaga Taman Nasionalnya juga, dan pastinya lebih banyak mempromosikan 
Taman Nasional Tanjung Puting” IR1. 
“Masyarakat biasanya menjadi tour guide, ranger, pengusaha kelotok dan masak. Jika 
untuk keterlibatan langsung dengan Balai ataupun pemerintah, saya rasa masih belum” 
IR5. 
“Pekerjaan menjadi usaha Pariwisata di TNTP seperti tempat nasi kami dan pekerjaan 
utama” IR6. 
“Kita biasa nya gotong royong untuk membersihkan tanaman/Gulma yang menghalangi 
jalan kelotok di area Sungai Sekonyer. Dan kita juga berdonasi” IR7. 
 

 Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam industri 
pariwisata di TNTP cukup beragam, namun masih terdapat tantangan dalam hal keterlibatan 
secara formal dengan pihak pengelola, seperti Balai TNTP. Sebagian besar masyarakat terlibat 
sebagai pemandu wisata (tour guide), ranger, pengusaha kelotok (perahu wisata), juru masak, 
serta pengelola rumah makan. IR5 menyatakan, "Masyarakat biasanya menjadi tour guide, 
ranger, pengusaha kelotok dan masak. Jika untuk keterlibatan langsung dengan Balai ataupun 
pemerintah, saya rasa masih belum," yang menggambarkan adanya partisipasi informal 
namun belum optimal dalam pengambilan keputusan dan manajemen kawasan secara 
langsung. 
  
Selain itu, wawancara dengan IR1 mengungkap harapan agar hubungan antara Balai TNTP dan 
masyarakat lokal dapat lebih erat, mengingat peran masyarakat sebagai mitra utama dalam 
mendukung konservasi dan promosi TNTP. "Saya berharap orang Balai-nya lebih sama warga 
lokal... karena semua stakeholder yang bekerja di TNTP ini, tidak cuma cari uang di situ, tapi 
juga orang yang juga bakalan jaga Taman Nasionalnya juga," tegas IR1. Hal ini menunjukkan 
adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga 
mendukung aspek konservasi dan keberlanjutan kawasan. 
 
IR6 menegaskan bahwa keterlibatan dalam usaha pariwisata bukan hanya pekerjaan 
sambilan, melainkan menjadi mata pencaharian utama, "Pekerjaan menjadi usaha Pariwisata 
di TNTP seperti tempat nasi kami dan pekerjaan utama." Hal ini menunjukkan bahwa industri 
pariwisata telah menjadi sektor penting dalam struktur ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, 
semangat gotong royong dan kontribusi terhadap lingkungan juga tercermin dalam 
pernyataan IR7: "Kita biasanya gotong royong untuk membersihkan tanaman/gulma yang 
menghalangi jalan kelotok di area Sungai Sekonyer. Dan kita juga berdonasi." 
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Secara keseluruhan, masyarakat lokal tidak hanya memainkan peran penting dalam 
operasional pariwisata, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. 
Meski demikian, perlunya peningkatan kolaborasi dan pengakuan resmi dari lembaga 
pengelola kawasan terhadap peran masyarakat lokal masih menjadi tantangan yang perlu 
ditindaklanjuti. 
 
Keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata di Taman Nasional Tanjung Puting 
(TNTP) menunjukkan dinamika yang cukup beragam, mencerminkan peran aktif sekaligus 
tantangan yang dihadapi dalam hubungan dengan pihak pengelola kawasan. Berdasarkan 
hasil wawancara, masyarakat terlibat secara langsung dalam berbagai lini usaha pariwisata, 
seperti menjadi pemandu wisata (tour guide), ranger, pengusaha kelotok, juru masak, hingga 
pengelola rumah makan. Peran ini tidak sekadar bersifat tambahan, melainkan telah menjadi 
sumber mata pencaharian utama sebagaimana ditegaskan oleh informan IR6. Keterlibatan ini 
membuktikan bahwa masyarakat telah menjadi bagian penting dari ekosistem pariwisata di 
TNTP, yang menopang keberlanjutan aktivitas wisata secara operasional. 
 
Namun demikian, keterlibatan masyarakat ini masih bersifat informal, karena keterhubungan 
mereka dengan pihak Balai TNTP atau pemerintah belum terjalin secara struktural atau 
formal. IR5 mengungkap bahwa meskipun masyarakat terlibat aktif di lapangan, keterlibatan 
langsung dengan lembaga pengelola masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya 
kesenjangan dalam aspek kolaboratif dan pengambilan keputusan yang idealnya melibatkan 
masyarakat sebagai mitra sejajar. Harapan untuk mempererat kerja sama dengan pihak Balai 
pun disuarakan oleh IR1, yang melihat masyarakat bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi 
juga sebagai penjaga kawasan konservasi. Kesadaran ini menandai adanya kemauan dari 
masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian TNTP. 
 
Lebih jauh lagi, semangat gotong royong dan kontribusi sosial masyarakat tercermin dalam 
pernyataan IR7, yang menggambarkan keterlibatan warga dalam membersihkan jalur perahu 
di sungai dan memberikan sumbangan sukarela. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal 
tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis dan 
rasa memiliki terhadap kawasan taman nasional. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah 
bagaimana memperkuat peran masyarakat melalui pengakuan formal dan membangun 
sistem kolaborasi yang lebih inklusif dengan pihak pengelola TNTP. Hal ini penting untuk 
memastikan bahwa keberlanjutan pariwisata dan konservasi dapat dicapai melalui kemitraan 
yang setara dan berkelanjutan. 

 
B. Peran pemerintah dan Lembaga konservasi untuk kelestarian TNTP dalam konservasi 

dan Pariwisata 
“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting, 
Balai TNTP melaksanakan tugas antara lain: pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan 
kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan; pelaksanaan perlindungan dan 
pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional, dll bertugas untuk 
menjaga kelestarian konservasi” IR2. 
“Tugas Dinas Pariwisata kan adalah memfasilitasi, mengkolaborasikan dan 
melaksanakan teknis-teknis tertentu sesuai dengan topoksi yang diberikan kepada Dinas 
Pariwisata. Tapi berkaitan dengan Tanjung Puting, peran kami di sana itu hampir kecil 
sekali. Karena kita pahami bahwa Taman Nasional Tanjung Puting itu kan merupakan 
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kawasan yang kewenangannya ada di pemerintah pusat, yang dikelola secara nasional 
oleh pusat” IR3. 
“Jadi kalau kita kembali ke ekosistem Taman nasional Tanjung Puting Kita harus menjamin 
tetap keberadaan, kelestarian dan keunggulan terhadap orang utan yang ada di sana 
Karena itu yang jadi ikon, kalau dikayakan dengan wisata, itu yang dilihat orang untuk 
tujuannya” IR5. 
 

Pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) menunjukkan upaya serius dalam 
menyeimbangkan antara konservasi lingkungan dan pengembangan pariwisata. Berdasarkan 
data dari (Statistik Balai Taman Nasional Tanjung Puting, 2023), pengelolaan kawasan dibagi 
ke dalam tiga seksi pengelolaan dan sebelas resort utama, termasuk Tanjung Harapan, Pondok 
Tanggui, dan Camp Leakey. Hal ini menunjukkan struktur tata kelola yang sistematis dan 
berbasis zonasi. Dalam wawancara dengan Kepala Balai TNTP (2025), dijelaskan bahwa 
pengembangan ekowisata di kawasan ini dilakukan secara hati-hati agar manfaat ekonomi 
tidak merusak keanekaragaman hayati, sejalan dengan pendapat (Chock et al., 2025) yang 
menekankan pentingnya pengelolaan objek wisata berbasis konservasi. Kemudian, 
Keterlibatan masyarakat lokal melalui pelatihan, pengelolaan akomodasi ramah lingkungan, 
dan jasa pemanduan menjadi bagian dari pendekatan ini, sekaligus memperkuat kesadaran 
pelestarian. 

 
Dengan demikian, peran pemerintah dan lembaga konservasi di TNTP tidak hanya 

terfokus pada aspek perlindungan kawasan, tetapi juga mencakup strategi kolaboratif yang 
mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara harmonis. Keberhasilan 
pengelolaan TNTP di masa depan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, partisipasi 
masyarakat lokal, serta komitmen bersama untuk menjaga keutuhan kawasan sebagai warisan 
ekologi dan tujuan wisata berkelanjutan. 

 
Model pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting mengadopsi prinsip kolaboratif 

dan adaptif, yang selaras dengan rekomendasi WHO dan UNWTO tentang tata kelola kawasan 
konservasi yang berkelanjutan. Prinsip konservasi sebagai prioritas utama sangat ditekankan, 
terutama dalam upaya perlindungan terhadap spesies endemik seperti orang utan, 
sebagaimana diuraikan oleh (Wich et al., 2012) yang menekankan perlunya kebijakan 
penggunaan lahan yang mempertimbangkan keberlangsungan populasi orang utan di 
Sumatra dan Kalimantan. Di samping itu, pendekatan adaptif dalam pengelolaan lanskap yang 
telah dimodifikasi oleh manusia juga direkomendasikan melalui kerja sama multipihak 
(Ancrenaz et al., 2020). 

 
Inklusivitas partisipatif melalui forum multi-pihak menjadi komponen penting dalam 

proses pengambilan keputusan. (Ferreira & Valdati, 2023) menegaskan bahwa partisipasi lokal 
dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata dapat meningkatkan rasa kepemilikan 
dan kesadaran konservasi. Transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta 
penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, juga menjadi bagian integral dari model 
pengelolaan ini. 

 
Pendekatan tersebut konsisten dengan model kolaborasi berbasis tata kelola seperti 

dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi 
sangat bergantung pada keterbukaan dialog, pembangunan kepercayaan, serta komitmen 
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bersama antar pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam 
dokumen Regional Action Plan for the Conservation of Orang utans in Southeast Asia 2016–
2025 (Mittermeier et al., 2021), yang menyerukan pendekatan lintas sektor dalam upaya 
konservasi spesies yang terancam punah. 

 
Struktur kolaborasi dalam model ini juga mengadopsi pendekatan pentahelix, yang 

dimodifikasi untuk konteks TNTP dengan melibatkan Balai TNTP, Dinas Pariwisata, pelaku 
usaha, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal. Hal ini mendukung pandangan (Ferreira & 
Valdati, 2023) bahwa pendidikan dan komunikasi lintas sektor penting untuk membangun 
kesadaran keberlanjutan dan sikap saling menghormati antar aktor. Strategi implementasi 
seperti pembentukan Forum Kolaborasi Ekowisata, penyusunan rencana kerja lima tahunan, 
pelatihan terpadu, serta sistem monitoring berbasis digital merupakan langkah taktis yang 
mencerminkan praktik pengelolaan modern dan responsif terhadap tantangan lapangan. 
Dengan model ini, TNTP tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga 
menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan ekonomi hijau berbasis ekowisata yang 
inklusif. Temuan menunjukkan bahwa struktur kolaborasi di TNTP masih menghadapi 
tantangan akibat dominasi sektor pemerintah pusat dan keterbatasan ruang partisipasi 
masyarakat. Temuan ini sejalan dengan studi di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman 
Nasional Lore Lindu yang juga menghadapi ketimpangan peran antar aktor dalam pengelolaan 
(Amir & Pramudya, 2020). Di Asia Tenggara, pendekatan kolaboratif di kawasan konservasi 
seperti di Sabah (Malaysia) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif mampu 
memperkuat keberlanjutan ekowisata. Ini menjadi pembelajaran penting bagi TNTP agar 
memperkuat forum multi-aktor yang setara dan responsif terhadap kondisi lokal. 
 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

beberapa sektor untuk mendukung kegiatan pariwisata, tetapi belum dilakukan secara 
optimal karena keterbatasan pada sejumlah faktor. Salah satu yang dikemukakan pemerintah 
daerah dan pengelola taman nasional Tanjung Puting adalah anggran. Namun, hal ini dapat 
diatasi melalui kolaborasi dari pemangku kepentingan yang ada di kawasan TNTP. Keberadaan 
sektor swasta, lembaga konservasi juga telah mengambil bagian dan berkontribusi dalam 
pelestarian TNTP. Kawasan TNTP sebagai kawasan konservasi sudah saatnya dikembangkan 
dan dikelola berbasis ekowisata. Model pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa 
keberadaaan Taman Nasional Tanjung Puting bermanfaat untuk jangka Panjang baik bagi 
manusia maupun alam itu sendiri. 

 
Model pengelolaan berbasis ekowisata sangat diperlukan, dan memastikan bahwa 

peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi indikator penting yang harus 
diwujudkan secara nyata. Impelentasi regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa aspek 
ketersedian SDM, perencanaan yang tepat serta pengelolaan yang tepat adalah tolok ukur 
bagi keberlanjutan TNTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa konservasi menjadi fokus utama, 
sehingga setiap kegiatan di TNTP dapat berkontribusi bagi kebelanjutan TNTP. 
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